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Abstract

The local governments are expected to be able objectify the local budget, especially the revenue that
becomes the main source to objectify the expenditure budget. Local governments can be autonomous
if its can maximize their potency, especially the local revenue. This paper aims to analyze the level of
regional financial dependence and degree of decentralization in the provinces which is located in the
Sumatera island and Java with the comparison of financial performance between the provinces. This
paper used the method of quantitative descriptive with the ratio of regional financial dependence and
degree of decentralization as the analysis tools. The results indicated that financial performance of
provinces in the Java island much better than provinces in the Sumatera island because its had much
better the realization of local revenue. The factor that affecting financial performance of provinces in
the Java island much better was the good ability to acquire local revenue so that it can make very low
level of regional financial dependence to the central government and very good degree of
decentralization.
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Abstrak

Pemerintah daerah diharapkan mampu merealisasikan anggaran yang telah disahkan, khususnya
pendapatan yang menjadi sumber utama dalam merealisasikan anggaran belanja. Pemerintah daerah
dapat dikatakan mandiri apabila mampu memaksimalkan potensi daerahnya melalui penyerapan PAD.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah dan derajat
desentralisasi pada seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa serta membandingkan
kinerja keuangan antar provinsi tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif serta
menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah dan derajat desentralisasi sebagai alat analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi yang terletak di Pulau Jawa jauh lebih
baik dari pada provinsi di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Tengah memiliki
realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh lebih baik dari seluruh provinsi di Pulau Sumatera.
Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan provinsi di Pulau Jawa jauh lebih baik ialah kemampuan
memperoleh PAD yang sangat baik sehingga membuat tingkat ketergantungan keuangan daerah yang
sangat rendah pada pemerintah pusat dan tingkat desentralisasi yang sangat baik.
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Pendahuluan

Provinsi, kabupaten, dan kota di
Indonesia memiliki kewenangan mengelola
daerahnya sesuai dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-undang Nomor 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah. Pasal 2 Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah
daerah diberikan kewenangan menjalankan
otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan  yang  menjadi  urusan
pemerintah, dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum,
dan daya saing daerah. Melalui otonomi
daerah, pemerintah daerah diharapkan
meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam
mengelola  keuangan, terutama dalam
merealisasikan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

APBD menuntut setiap pemerintah
daerah mampu merealisasikan anggaran
yang telah disahkan, khususnya pendapatan
yang menjadi sumber utama dalam
merealisasikan anggaran belanja. Pendapatan
Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan
lain-lain  pendapatan daerah yang sah
merupakan komponen pendapatan (Halim
& Kusufi, 2014). Kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan  anggaran
menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja
keuangan. Kinerja keuangan yang baik dapat
dicapai melalui pengawasan dari pemerintah
pusat (Kiswanto & Fatmawati, 2019).

Pemerintah daerah dapat dikatakan
mandiri apabila mampu memaksimalkan
potensi daerahnya melalui penyerapan PAD.
Kinerja keuangan pemerintah  daerah
dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah,
dimana setiap kenaikan kinerja keuangan
kabupaten dan kota disebabkan
meningkatnya PAD daerah tersebut (Harjito
et al., 2020). Pelaksanaan otonomi daerah
dapat dibiayai ketika daerah memiliki kinerja
keuangan yang baik (Sulistyo, 2018).

Mahmudi (2019) menyatakan bahwa
kinerja keuangan pemerintah daerah dapat
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dianalisis menggunakan analisis pendapatan
berupa analisis varians (selisth) anggaran
pendapatan, analisis pertumbuhan
pendapatan, analisis rasio keuangan, dan
analisis potensi pendapatan asli daerah.
Penilaian kinerja keuangan pemerintah
daerah  sangat penting  dikarenakan
bermanfaat bagi kelangsungan pemerintah
daerah di masa mendatang, manfaatnya
berupa berusaha melampaui kinerja yang
telah dicapai pada tahun sebelumnya.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk
menganalisis dan menguraikan  tingkat
ketergantungan keuangan daerah dan

derajat desentralisasi pada seluruh provinsi
yang terletak di Pulau Sumatera dan Jawa.
Secara rinci, penelitian ini dilakukan
dengan maksud untuk membandingkan
kinerja keuangan antara provinsi yang ada
di Pulau Sumatera dan Jawa karena
terdapat perbedaan tingkat kemandirian
antara kota yang terletak di Pulau Sumatera

dan Jawa berdasarkan beberapa hasil
penelitian terdahulu.
Beberapa daerah yang memilik

tingkat kemandirian yang sangat rendah
yaitu pemerintah daerah Labuhan Batu,
pemerintah provinsi Bangka Belitung, dan
kabupaten dan kota di provinsi Aceh.
Tingkat kemandirian pemerintah daerah
Kabupaten Labuhan Batu termasuk dalam
kriteria rendah sekali atau memiliki tingkat
ketergantungan pada pemerintah pusat
yang sangat tinggi (Lubis & Nurlia, 2017).
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Zukhri  (2020) menunjukkan  bahwa
pemerintah  Provinsi Bangka Belitung
termasuk kriteria sangat tinggi setelah
diukur dengan rasio  ketergantungan
keuangan daerah. Pemerintah kabupaten
dan kota di Aceh juga memiliki rasio
kemandirian yang sangat rendah atau
tingkat ketergantungan yang sangat tinggi
pada pemerintah pusat (Prastiwi e al,
2010).

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh
beberapa penelitian. Penelitian Andriani
dan Wahid (2018) menunjukkan bahwa
pemerintah kota Tasikmalaya memiliki
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tingkat kemandirian pada level sedang.
Pemerintah  kota  Tangerang  Selatan
memiliki tingkat kemandirian pada pola
hubungan delegatif yang berarti tingkat
kemandiriannya sangat baik dan sangat kecil
ketergantungan pada pemerintah pusat
(Nufus et al., 2017). Sementara pemerintah
DI Yogyakarta memiliki tingkat kemandirian
yang rendah (Sulianti & Ika, 2012).

Metode

Penelitian ini  tergolong metode
deskriptif kuantitatif. Metode ini bertujuan
mengumpulkan data, kemudian dengan data
tersebut dapat dijelaskan karakteristik situasi
atau keadaan tertentu (Sekaran & Bougie,
2017).

Populasi dalam penelitian ini ialah
seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan

Tabel 1. Populasi dan Sampel

Jawa.  Sementara  pemilihan  sampel
menggunakan metode purposive  sampling.
Sugiyono  (2016) menyatakan  bahwa
purposive sampling merupakan teknik

penentuan sampel dengan kriteria tertentu.

Kriteria yang digunakan dalam menentukan

sampel pada penelitian ini, yaitu:

1. Provinsi yang terletak di
Sumatera dan Jawa

2. Provinsi yang menerbitkan Laporan
Realisasi Anggara (LRA) tahun 2019.

Pulau

Berdasarkan tabel 1, sampel yang
didapat setelah dilakukan pemilihan sampel
melalui  metode  purposive  sampling
berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu:
provinsi Bangka Belitung, Banten, DI
Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah,
Kepri, Riau, Sumbar, Sumsel, dan Sumut.
Penelitian ini akan dianalisis dengan rasio

No Provinsi Terletak dipulau LRA Tahun 2019
1 Aceh Sumatera Belum ada
2 Bengkulu Sumatera Belum ada
3 Bangka Belitung Sumatera ada
4  Banten Jawa ada
5 DI Yogyakarta Jawa ada
6  DKI Jakarta Jawa ada
7 Jambi Sumatera Belum ada
8  Jawa Barat Jawa Belum ada
9  Jawa Tengah Jawa ada
10 Jawa Timur Jawa Belum ada
11 Kepri Sumatera ada
12 Riau Sumatera ada
13 Sumbar Sumatera ada
14 Sumsel Sumatera ada
15 Sumut Sumatera ada

Sumber: Data Diolah, 2020
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ketergantungan keuangan daerah dan derajat
desentralisasi. Mahmudi (2019) menyatakan
bahwa rasio ketergantungan keuangan
daerah dapat dihitung dengan membagi
jumlah pendapatan transfer terhadap jumlah
pendapatan daerah. Sementara kriteria-
kriteria yang dipakai untuk mendeskripsikan
rasio ketergantungan keuangan daerah dapat
dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kategori Penilaian Ketergantung-
an Keuangan Daerah

Ketergantungan (%) Kategori
0,00 — 10,00 Sangat Rendah
10,01 — 20,00 Rendah
20,01 — 30,00 Sedang
30,01 — 40,00 Cukup Tinggi
40,01 - 50,00 Tinggi

Lebih dari 50,00 Sangat Tinggi

Sumber: Banga (2017)

Derajat desentralisasi dihitung dengan
membagi jumlah pendapatan asli daerah

terhadap jumlah pendapatan daerah
Mahmudi (2019). Sementara  kriteria-
kriteria yang dipakai untuk
mendeskripsikan  derajat  desentralisasi

dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Kategori Penilaian Derajat Desen-
tralisasi

Ketergantungan (%) Kategori
0,00 — 10,00 Sangat Kurang
10,01 — 20,00 Kurang
20,01 — 30,00 Sedang
30,01 — 40,00 Cukup Baik
40,01 — 50,00 Baik

Lebih dari 50,00 Sangat Baik

Sumber: Banga (2017)

Hasil

Penelitian ini dilakukan pada seluruh
provinsi yang terletak di Pulau Sumatera
dan Jawa dengan menganalisis Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019
menggunakan rasio ketergantungan
keuangan daerah dan derajat desentralisasi.

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (dalam miliar Rupiah)

Total Pendapatan

Provinsi Pendapatan Transfer Dacrah Kelt):rz;rll;ieg -
LRA Tahun 2019

Bangka Belitung 1.767,92 2.694,21 65,62%
Banten 4.166,57 11.201,37 37,20%
DI Yogyakarta 3.608,01 5.699,36 63,31%
DKI Jakarta 14.551,57 62.300,68 23,36%
Jawa Tengah 11.398,77 25.859,73 44,08%
Kepri 2.626,46 3.939,45 66,67%
Riau 5.141,63 8.703,23 59,08%
Sumbar 4.0406,88 6.390,34 63,33%
Sumsel 5.765,18 9.282,38 62,11%
Sumut 7.300,65 13.081,48 55,81%

Sumber: Data Diolah, 2020
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Rasio Ketergantungan Keuangan
Daerah

Jika rasio ini semakin besar, maka
tingkat ketergantungan pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat juga semakin besar
(Mahmudi, 2019). Kinerja keuangan
provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan
Jawa berdasarkan rasio ketergantungan
keuangan daerah disajikan pada tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat
7 provinsi yang memiliki persentase
ketergantungan diatas 50 persen yang artinya
tingkat ketergantungan pada level sangat
tinggi terhadap pemerintah pusat. Apabila
hasil analisis diurutkan berdasarkan tingkat

ketergantungan dari
tinggi, dapat dilihat pada tabel 5.
Berdasarkan tabel 5, hanya provinsi
DKI Jakarta dengan tingkat
ketergantungan  sedang. Pada tingkat
ketergantungan cukup tinggi ditunjukkan
oleh  provinsi dan tingkat
ketergantungan tinggi diisi provinsi Jawa

sedang ke sangat

Banten

Tengah. Sementara tingkat ketergantungan
pada level sangat tinggi terdapat 7 provinsi,
Utara, Riau,
Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sumatera

yaitu provinsi Sumatera

Barat, Bangka Belitung, dan Kepulauan
Riau.

Tabel 5. Kelompok Tingkat Ketergantungan Daerah

Tingkat Ketergantungan

No Persentase Ketergantungan Provinsi
Daerah
1 Sedang 23,36% DKI Jakarta
2 Cukup Tinggi 37,20% Banten
3 Tinggi 44,08% Jawa Tengah
4 55,81% Sumatera Utara
5 59,08% Riau
6 62,11% Sumatera Selatan
Y T
7 Sangat Tinggi 63,31% DI Yogyakarta
8 63,33% Sumatera Barat
9 65,62% Bangka Belitung
10 66,67% Kepulauan Riau
Sumbert: Data Diolah, 2020
Hasil analisis tersebut menunjukkan Jawa sangat signifikan. Pada kategori

bahwa provinsi DKI jakarta dengan kinerja
keuangan terbaik rasio
ketergantungan keuangan daerah dengan
rasio 23,36%. Kemudian provinsi Banten
dengan rasio 37,20% dan Jawa Tengah
dengan rasio 44,08%.

Perbandingan kinerja keuangan antara
provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan

menurut
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sedang, cukup tinggi, dan tinggi semua diisi
oleh provinsi yang terletak di Pulau Jawa.
Sementara seluruh provinsi yang terletak di
Pulau  Sumatera memiliki tingkat
ketergantungan pada level sangat tinggi
terhadap pemerintah pusat. Analisis kinerja
keuangan menggunakan rasio
ketergantungan keuangan daerah
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menunjukkan bahwa kinerja keuangan
provinsi yang terletak di Pulau Jawa lebih
baik dibandingkan provinsi yang terletak di
Pulau Sumatera.

Derajat Desentralisasi
Mahmudi (2019) menyatakan bahwa
semakin  tinggi persentase derajat

desentralisasi maka semakin baik kinerja
keuangan suatu daerah. Kinerja keuangan
provinsi yang terletak di Pulau Sumatera
dan Jawa berdasarkan rasio ketergantungan
keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 menunjukkan bahwa hanya
ada 3 provinsi yang memiliki persentase

Tabel 6. Derajat Desentralisasi (dalam miliar Rupiah)

Pendapatan Total
Provinsi Transfer Pendapatan Daerah Ke?g;ji‘ifgan
LRA Tahun 2019
Bangka Belitung 826,76 2.694,21 30,69%
Banten 7.022,31 11.201,37 62,69%
DI Yogyakarta 2.082,80 5.699,36 36,54%
DKI Jakarta 45.707,40 62.300,68 73,37%
Jawa Tengah 14.437,78 25.859,73 55,83%
Kepri 1.311,70 3.939,45 33,30%
Riau 3.558,21 8.703,23 40,88%
Sumbar 2.328,43 6.390,34 36,44%
Sumsel 3.496,15 9.282,38 37,66%
Sumut 5.763,15 13.081,48 44,06%
Sumber: Data Diolah, 2020
derajat desentralisasi diatas 50 persen yang keuangan  terbaik  menurut  derajat
artinya memiliki kontribusi PAD yang tinggi ketergantungan dengan rasio 73,37%.

dibandingkan 7 provinsi lainnya. Apabila
hasil analisis diurutkan berdasarkan tingkat
ketergantungan dari sedang ke sangat tinggi,
disajikan pada tabel 7.

Berdasarkan tabel 7, hanya terdapat 3
provinsi yang memiliki tingkat kemampuan
keuangan (tingkat desentralisasi) sangat baik
atau diatas 50%. Sementara 7 provinsi
lainnya di bawah level atau kategori tersebut.
Berdasarkan tabel 7, hanya terdapat 3
provinsi yang memiliki tingkat kemampuan
keuangan (tingkat desentralisasi) sangat baik
atau diatas 50%. Sementara 7 provinsi
lainnya di bawah level atau kategori tersebut.

Hasil analisis tersebut menunjukkan
bahwa provinsi DKI Jakarta dengan kinerja
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Kemudian provinsi Banten dengan rasio
02,09% dan Jawa Tengah dengan rasio
55,83%.

Tingkat  desentralisasi  provinsi
Bangka Belitung berada dibawah provinsi
lainnya dikarenakan realisasi pendapatan
pajak daerah yang rendah yaitu sebesar Rp
761 miliar. Sedangkan provinsi DKI
Jakarta memiliki tingkat desentralisasi yang
sangat  baitk  dikarenakan = mampu
merealisasikan pendapatan pajak daerah
yang jauh lebih tinggi dari provinsi lainnya
yaitu sebesar Rp 40,3 triliun.

Perbandingan  kinerja  keuangan
antara provinsi yang terletak di Pulau
Sumatera dan Jawa sangat signifikan. Pada
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Tabel 7. Kelompok Derajat Desentralisasi

Tingkat Kemampuan

No Derajat Desentralisasi (%) Provinsi
Keuangan Daerah
1 73,37% DKI Jakarta
2 Sangat Baik 62,69% Banten
3 55,83% Jawa Tengah
4 44.06% Sumatera Utara
Baik
5 40,88% Riau
6 37,66% Sumatera Selatan
7 36,54% DI Yogyakarta
8 Cukup Baik 36,44% Sumatera Barat
9 33,30% Kepulauan Riau
10 30,69% Bangka Belitung
Sumber: Data diolah, 2020
kategori tingkat kemampuan keuangan Belitung yang memiliki tingkat
daerah sangat baik semua diisi oleh provinsi ketergantungan  sangat  tinggi  pada
yang terletak di Pulau Jawa, sementara pemerintah pusat, realisasi pendapatan

seluruh provinsi yang terletak di Pulau
Sumatera memiliki tingkat desentralisasi di

bawahnya.  Analisis  kinerja  keuangan
menggunakan derajat desentralisasi
menunjukkan bahwa kinerja keuangan

provinsi yang terletak di Pulau Jawa lebih
baik dibandingkan provinsi yang terletak di
Pulau Sumatera.

Kinerja ~ keuangan  yang  baik
berdasarkan rasio ketergantungan keuangan
daerah dan derajat desentralisasi sangat
dipengaruhi oleh realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD). PAD terdiri dari pendapatan
pajak daerah, pendapatan retribusi daerah,
pendapatan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD
yang sah.

Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan
Jawa Tengah yang memiliki tingkat
kemampuan keuangan daerah sangat baik,
realisasi pendapatan pajak daerah masing-
masing sebesar Rp 40.3, 6.7, dan 11,9 triliun
pada tahun 2019. Sementara provinsi
Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka
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pajak daerah masing-masing sebesar Rp1.9
triliun, 1.2 triliun, dan 761 miliar.

Pembahasan
Analisis kinerja keuangan
menggunakan rasio ketergantungan

keuangan daerah dan derajat desentralisasi
menunjukkan perbedaan kinerja antara
provinsi yang terletak di Pulau Sumatera
dan Jawa. Kinerja keuangan provinsi yang
terletak di pulau jawa secara umum lebih
baik dibandingkan dengan provinsi yang
terletak di Pulau Sumatera. Nufus e al
(2017) mengungkapkan bahwa kinerja
keuangan Kota Tangerang Selatan sangat
baik.

Sulianti dan Ika (2012) menyatakan
peningkatan realisasi Pendapatan  Asli
Daerah provinsi DI Yogyakarta diikuti
dengan meningkatnya kinerja keuangan.
Kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh
PAD pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur
(Wahyuni & Ardini, 2018). Tamboto e# al.
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(2014) juga menemukan bahwa peningkatan
kinerja ~ keuangan  dipengaruhi  oleh
peningkatan pada PAD. Realisasi PAD yang
semakin  tinggi menunjukkan  kinerja
keuangan pemerintah daerah yang baik
(Mahmudi, 2019).

Hasil penelitian yang menunjukkan
kinerja keuangan provinsi di luar Pulau Jawa
memiliki kinerja yang kurang baik sejalan

dengan beberapa penelitan sebelumnya.
Mokodompit ¢t al (2014) menyatakan
bahwa tingkat  desentralisasi  kota

Kotamobagu sangat rendah yang berarti

memiliki  ketergantungan  sangat  tinggi
kepada  pemerintah  pusat.  Penelitian
Mandey & Rotinsulu (2015) pada

pemerintah kota Bitung juga menunjukkan
tingkat ketergantungan yang sangat tinggi
kepada pemerintah pusat.

Kinerja keuangan provinsi yang
terletak di pulau jawa secara umum lebih
baik dibandingkan dengan provinsi yang
terletak di Pulau Sumatera dikarenakan
realisasi PAD provinsi di Pulau Jawa lebih
baik dibandindingkan provinsi di Pulau
Sumatera, khususnya komponen pendapatan
pajak daerah.

Simpulan

Hasil penelitian  dan pembahasan
tentang perbandingan kinerja keuangan
antara provinsi yang terletak di Pulau Jawa
dan Sumatera pada tahun 2019 yang telah
disajitkan  menunjukkan bahwa kinerja
keuangan provinsi yang tetrletak di Pulau
Jawa jauh lebih baik dari pada provinsi di
Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, Banten,
dan Jawa Tengah memiliki realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh
lebih baik dari seluruh provinsi di Pulau
Sumatera.

Faktor yang mempengaruhi kinerja
keuangan provinsi di Pulau Jawa lebih baik
ialah kemampuan memperoleh PAD yang
sangat baik sehingga membuat tingkat
ketergantungan keuangan daerah yang
sangat rendah pada pemerintah pusat dan
tingkat desentralisasi yang sangat baik.
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat
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memperluas dan memperbanyak sampel
penelitian serta menggunakan indikator-
indikator lainnya dalam  menganalisis
kinerja keuangan pemerintah daerah.
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